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Abstrak : peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) terhadap 
pengawasan pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) di Kota 
Jayapura belum maksimal, karena minimnya Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan mengalami ketidak disiplinan waktu dalam melaksanakan 
pengawasan pelaksanaan pengedaran di Kota Jayapura. 
 
Kata Kunci : DPRD, Pengawasan, Minuman Keras 
 
PENDAHULUAN 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi, 
pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.2 Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah telah ditetapkan didalam Undang-Undang tentang Pemerintah 
Daerah, yang dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali 
perubahan. Dalam perkembangan selanjutnya, guna mengantisipasi 
                                                          
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
2H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan di Indonesia, Sinar Grafika, 
Offset, Cetakan Ke-2 2008, hal. 3 
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berbagai tuntutan perubahan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, sekaligus mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan global, 
baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, telah 
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam perkembangannya 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melengkapi Undang-Undang ini, 
telah dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, yang dalam perkembangannya sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang dalam penjabarannya telah dikeluarkan 
Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pelarangan, Produksi, Pemasokan dan Pengawasan Pengendalian 
Pengedaran, serta Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Jayapura. 
Salah saatu ciri yang melekat pada Sistem Pemerintahan 
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam penjabarannya telah 
dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pelarangan, Produksi, Pemasokan dan Pengawasan 
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Pengendalian Pengedaran, serta Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di 
Kota Jayapura adalah ”adanya keinginan yang kuat dari segenap 
komponen bangsa” untuk mewujudkan suatu Sistem Otonomi Daerah 
yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Esensi pokok yang terkandung 
didalamnya adalah upaya pengembangan ”demokratisasi dalam suatu 
Sistem Pemerintahan Daerah”, sekaligus upaya untuk memberdayakan 
seluruh komponen dan potensi yang ada dan dimilki oleh masing-masing 
Daerah. 
Bila dititik esensi pokok Sistem Pemerintahan Daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, lahirnya Undang-Undang ini merupakan upaya untuk menata 
kembali hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai 
dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga 
telah memberikan keleluasaan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
Dalam kerangka pikir itulah Peranan dan Fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dapat dipahami. 
Lembaga perwakilan pada umumnya mempunyai beberapa 
fungsi pokok, yaitu: pertama, fungsi legislasi; kedua, fungsi anggaran; 
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ketiga, fungsi pengawasan. Pada satu sisi dalam melaksanakan 
fungsinya, lembaga perwakilan selalu mempunyai keterkaitan dengan 
lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya dengan Pemerintah. Pada 
sisi lain, lembaga perwakilan rakyat juga harus mempunyai hubungan 
yang erat dengan rakyat yang diwakilinya. 
Penerapan Otonomi Daerah dalam konteks negara kesatuan 
tentunya harus dibarengi dengan Peranan Pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura 
merupakan penilaian terhadap Pelaksanaan Peraturan per-Undang-
Undangan Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. 
Operasionalisasi Fungsi Pengawasan dilakukan secara berbeda dengan 
lembaga pengawal fungsional. Konsep kontrol Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) adalah sebagai fungsi sekaligus hak, sehingga lazim 
disebut kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi 
pengawasan, pengendalian serta pertanggungjawaban (accountability) 
pengawasan bertalian dengan pembatasan. Pengendalian bertalian 
dengan arahan (directional supervision). 
Lebih lanjut dikatakan bahwa ”pelaksanaan kontrol” mencakup 
berbagai fungsi seperti : perizinan, pemeriksaan, pertanyaan tidak 
keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan 
tindakan terhadap penyimpangan (pelanggaran) baik dalam bentuk 
penundaan (schorsing), pembatalan, penghukuman dan lain-lain. Bertolak 
pada apa yang telah dipaparkan tersebut diatas, secara normatif Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif Daerah 
dengan kedudukan dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan mampu 
berkipra lebih besar dalam rangka menata kembali kehidupan nasional 
kita yang telah mengalami distorsi selama ini, sebagai akibat kuatnya 
pengendalian oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan terwujud kehidupan 
masyarakat yang demokratis, makmur dan berkeadilan. 
Demikian pula halnya terhadap Penyelenggaraan Peranan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura dalam hal ini 
dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman Keras 
(MIRAS) di Kota Jayapura perlu dilaksanakan secara optimal. Sehingga 
apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya 
Penyelenggaraan Pemerintah Good Governance di era Otonomi Daerah 
dapat diwujudkan. 
Masalah yang cukup penting di Daerah adalah masalah yang 
menjadi sumber hidupnya Daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar 
utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu Wilayah Negara 
menjadi Daerah Otonom, karena Otonomi tanpa ditunjang dengan 
kemampuan Daerah akan sangat lemah. Pembiayaan Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa 
memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan 
semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi 
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daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat 
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 
pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber 
penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan pajak dan 
retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam 
daerah yang dalam penjabarannya telah dikeluarkan (Perda) Kota 
Jayapura Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan, Produksi, 
Pemasokan dan Pengawasan Pengendalian Pengedaran, serta 
Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Jayapura serta dapat 
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Jayapura 
dalam hal ini berhak untuk melaksanakan fungsi dan meningkatkan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) 
di Kota Jayapura. Atas dasar uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian terhadap peranan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) terhadap pengawasan pelaksanaan pengedaran 
Minuman Keras (MIRAS) di Kota Jayapura 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…..  Farida Tuharea 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 7 
 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan rakyat 
daerah yang memiliki fungsi; legislasi, anggaraan, dan pengawasan3. 
Berdasarkan fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilki 
tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 42 ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 
(Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 
daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah; 
c. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 
d. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
e. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelengggaraan pemilihan kepala daerah; 
f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah 
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 
                                                          
3 H. Siswanto Sunarno., op cit hal. 67. 
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Pengertian Minuman Keras (MIRAS) 
Minuman keras (Miras) atau minuman beralkohol bukan 
merupakan minuman yang baru saja ada, sejak ribuan tahun yang silam 
minuman keras  atau minuman beralkohol itu sudah ada. Istilah alkohol 
berasal dari bahasa Arab “al-kuhl’.Dalam praktek, istilah tersebut sering 
digunakan unutk menyebut suatu bubuk sangat halus yang biasa dipakai 
untuk bahan kosmetik khususnya (eyeshadow) kosmetik untuk mata. 
Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang mana 
memberikan pengertian bahwa, yang dimaksud dengan minuman 
beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses 
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik 
dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara 
mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengeceran 
minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang 
mengandung ethanol. 
Menurut Anton Apriyantono, “minuman keras atau minuman 
beralkohol adalah minuman yang dibuat dengan cara fermentasi dengan 
 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…..  Farida Tuharea 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 9 
 
menguakan sumber karbohidrat sebagai substrat, atau minuuman yang 
sengaja ditambahkan alcohol kedalamnya”.4 
Dr. Wahyu Wardhana Bactiar mengemukakan “dari segi kimiawi, 
alcohol merupakan suatu senyawa kimia yang mengandung gugus OH, 
sedangkan yang dikenal sebagai minuman adalah jenis ethanol 
(C2H5OH)”.5 Menurut, Etievant (1991) :  
Ethanol merupakan komponen kimia tersbesar (setelah air) yang 
terdapat pada minuman keras, akan tetapi ethanol bukan satu-
satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, banyak 
senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras juga 
bersifat memabukkan, jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. 
Komponen-komponen ini misalnya methanol, popanol, butanol.6 
 
Lebih lanjut, Bretherick (1986), ia mengemukakan bahwa : Secara 
umum, golongan alkohol dapat bersifat narcosis atau memabukan. 
Demikian juga dengan komponen-komponen yang lain. Jika dilihat 
sifatnya (dalam bentuk murninya), asetaldehida pun juga bersifat narcosis 
(memabukkan), walaupun hanya menghirup uapnya. 
Dari uraian tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwayang 
dimaksud dengan Minuman Keras (MIRAS) atau minuman beralkohol 
adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan 
hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 
tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu 
atau tidak, menambahkan bahan lainatau tidak, maupun yang diproses 
                                                          
4Anton Apriyantono, Tinjauan Kritis Status Kehalalan Alkohol (Ethanol), 
Institut Pertanian Bogor, 23 Juni 2001, hal. 2  
5Wahyu Wardhana Bactiar, Kenapa Miras Harus Dilarang, Artikel, 
http:/www.Suaramerdeka.com Selasa, 28 Januari 2003 
6Anton Apriyantono, Op. Cit.., hal. 5 
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dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 
pengenceran minuman dengan ethanol, ataupun minuman yang sengaja 
ditambahkan alkohol kedalamnya. 
Sejak beribu-ribu tahun lalu, alkohol dipergunakan sebagai 
minuman dengan berbagai tujuan, ada yang menggunakannya untuk 
komunikasi transedental dalam upacara kepercayaan dan ada pula yang 
menggunakannya untuk sebatas memperoleh kenikmatan. 
Di beberapa daerah di Indonesia, penggunaan alcohol sangat 
erat kaitannya dengan acara-acara tertentu, baik dalam acara keluarga 
ataupun dalam kaitannya dengan upacara adat.Namun demikian, 
penggunaan alcohol dengan indikasi medis relative sangat kecil 
dibandingkan dengan penggunaan secara luas dimasyarakat sebagai 
minuman. 
 
Pengawasan 
Pengertian pengawasan menurut Syamsi (1998:108) yang 
dikutip oleh Ni’matul Huda dalam Bukunya, menyebutkan : “Pengawasan 
adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan kegiatan 
terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi pedoman, patokan, peraturan 
atau hasil yang telah ditetapkan”.7 
Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin 
terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, 
                                                          
7Ibid, hal. 36 
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kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta 
pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sebagai bagian dari aktivitas dan 
tanggungjawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam 
pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dari 
beberapa pengertian tentang pengawasan diatas, bahwa tujuan 
pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 
sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang 
semestinya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan yang semestinya, yaitu 
standar yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan, disebut 
menyimpang atau terjadi penyimpangan. 
Menurut, Handayaningrat (1988:44) yang dikutip oleh Ni’matul 
Huda dalam Bukunya menyebutkan fungsi dan tugas pengawasan adalah 
sebagai berikut :8 
a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang 
diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; 
c. Untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, kelalaian 
dan kelemahan sehingga tidak terjadi kerugian yang tidak 
diinginkan; 
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar 
pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan 
pemborosan. 
 
Pendapat di atas menggambarkan bahwa pengawasan 
merupakan fungsi yang mutlak dari administrasi dan manajemen, karena 
                                                          
8Ibid, hal. 37 
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apabila fungsi ini tidak dilaksanakan maka pada akhirnya cepat atau 
lambat akan mengakibatkan matinya suatu organisasi. 
a. Pengawasan harus bersifat “Fact Finding” dalam arti bahwa 
pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta 
tentang bagaimana tugas yang dijalankan dalam organisasi; 
b. Pengawasan harus bersifat prevantif yang berarti bahwa pengawasan 
itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan 
penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan; 
c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa 
pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini 
sedang dilaksanakan. 
 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 
pengawasan pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) di 
Kota Jayapura 
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura 
mempunyai program kerja disusun setiap awal tahun dan pelaksanaannya 
pada setiap akhir tahun. Perincian program kerja dan laporannya 
tergambar dalam buku sidang. Adapun dalam bentuk kegiatan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) 
di Kota Jayapura adalah : 
1. Rapat interen komisi (B) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Jayapura dengan Dinas Perijinan Kota Jayapura serta Satuan 
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura. 
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Dilaksanakan oleh komisi (B) DPRD Kota Jayapura dengan Dinas 
Perijinan Kota Jayapura serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL 
PP) dalam rangka program kerja, hal-hal yang dilaksanakan oleh 
komisi (B) dalam kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat, 
monitoring program kerja Dinas Perijinan Kota Jayapura dan Satuan 
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura, pembahasan 
tentang langkah penanganan masalah urjen perkotaan yang berkaitan 
dengan komisi (B), pembahasan penyusunan laporan yang berkaitan 
dengan komisi (B) serta rapat lainnya terkait dengan kegiatan komisi 
(B). 
2. Kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat di Dinas Perijinan Kota 
Jayapura dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota 
Jayapura 
Dilaksanakan oleh komisi (B) dengan langsung mendatangi dan atau 
rapat kerja dengan Dinas Perijinan Kota Jayapura dan Satuan Polisi 
Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura dalam rangka 
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
tugas komisi (B). 
3. Monitoring program satuan kerja Dinas Perijinan Kota Jayapura dan 
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura. 
Monitoring program-program kerja Dinas Perijinan Kota Jayapura dan 
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura dalam 
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rangka mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan tugas komisi (B). 
4. Penanganan masalah urjen perkotaan. 
Dilaksanakan oleh komisi (B) dalam rangka penanganan segera 
masalah yang timbul tanpa diduga, misalnya pemalangan yang 
dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dipengaruhi oleh Minuman 
Keras (MIRAS) serta mengganggu KAMTIBMAS di Kota Jayapura dan 
lain-lain. 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura khususnya komisi (B) terhadap 
pengedaran Minuman Keras (MIRAS), hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Anggota Komisi (B) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Jayapura CRISTIAN M. KONDOBUA, SH, MH  yang 
menyatakan : 
DPRD Kota Jayapura khususnya komisi (B) dalam melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) 
di Kota Jayapura ada beberapa bentuk kegiatan pengawasan, dimana 
komisi (B) melakukan rapat internal dengan Dinas Perijinan Kota Jayapura 
dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura dalam 
rangka menetapkan program kerja yang nantinya dilaksanakan oleh 
DPRD Kota Jayapura khususnya komisi (B). Lebih lanjut dikatakan bahwa 
selain itu ada kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat di Dinas 
Perijinan Kota Jayapura dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 
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Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan adalah monitoring program 
satuan kerja, hal ini dimaksud untuk mengetahui serta mendapatkan data 
dan informasi dalam pelaksanaan tugas komisi (B). Lebih lanjut juga 
dikatakan bahwa selain itu ada penanganan masalah urjen perkotaan, hal 
ini dimaksud untuk penanganan segera masalah yang timbul tanpa 
diduga, seperti pemalangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu 
yang dipengaruhi oleh Minuman Keras (MIRAS) serta mengganggu 
KAMTIBMAS di Kota Jayapura dan lain-lain.9 
 
TABEL 1 
DAFTAR SITU – MB  
TAHUN 2014 
No. Distrik 
Jumlah 
Pengusaha 
Penjual Minuman 
Beralkohol 
Ket. 
1 Jayapura Utara 5 
Masih Aktif Dalam Menjual 
Minuman Beralkohol 
2 Jayapura Selatan 23 
Masih Aktif Dalam Menjual 
Minuman Beralkohol 
3 Abepura 8 
Masih Aktif Dalam Menjual 
Minuman Beralkohol 
4 Heram 12 
Masih Aktif Dalam Menjual 
Minuman Beralkohol 
 Total 48 
Masih Aktif Dalam 
Menjual Minuman 
Beralkohol 
Sumber : Dinas Perijinan Kota Jayapura (yang diolah)  
 
Berdasarkan data tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong 
Praja (SATPOL PP) dapat mengoptimalkan tugas dan kewenangannya 
dalam menertibkan penjual minuman beralkohol yang illegal di Wilayah 
                                                          
9Wawancara Dengan Anggota Komisi B DPRD Kota Jayapura, Tanggal 
17 November 2012 
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Kota Jayapura. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai 
pada Kantor Dinas Perijinan Kota Jayapura, yang menyatakan bahwa : 
Minuman beralkohol kini beredar di mana-mana, sehingga para 
konsumen dengan mudah dapat membeli minuman beralkohol 
tersebut. Data yang kami peroleh sampai saat ini jumlah 
pengusaha yang sudah mendaftar dan sudah mempunyai ijin 
hanya 48 pengusaha sedangkan masih banyak penjual-penjual 
minuman beralkohol yang illegal. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
untuk menertibkan maupun menindak penjual-penjual minuman 
beralkohol yang illegal diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong 
Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura sebagaimana Satuan Polisi 
Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Jayapura diberikan 
kewenangan berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan 
untuk menertibkan maupun menindak penjual-penjual minuman 
beralkohol yang illegal.10 
 
Dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman 
Keras (MIRAS) di Kota Jayapura, hal ini sesuai dengan pernyataan 
Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL 
PP) Kota Jayapura YULIUS TARUK, yang menyatakan : 
Pimpinan DPRD Kota Jayapura bersama anggotanya, khusus 
komisi (B) dituntut dalam kepastiannya sebagai wakil rakyat dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman 
Keras (MIRAS) agar  mempunyai kepastian hukum serta melaksanakan 
beberapa kewajiban, yaitu : 
1. Memiliki kemauan, tekat, dan keberanian untuk melakukan 
pengawasan serta melaksanakan tindaklanjutnya; 
2. Memiliki kesungguhan dan kecermatan melakukan secara 
nyata kegiatan pengawasan yang menjadi 
tanggungjawabnya; 
                                                          
10Wawancara Dengan Salah Satu Pegawai Pada Kantor Dinas Perijian 
Kota Jayapura, Tanggal 18 November 2012 
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3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, 
baik kemampuan manajerial maupun penguasaan teknis 
tentang kegiatan yang dilaksanakan bawahan. 
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan kesungguhan 
dan kemampuan yang akan berguna untuk mencegah dan 
mengatasi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dan 
pemborosan Keuangan Daerah serta pengawasan yang sebaik 
mungkin terhadap pelaksanaan pengedaran Minuman Keras 
(MIRAS) di Kota Jayapura.11 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan dari awal 
mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pengawasan pengawasan 
pelaksanaan pengedaran Minuman Keras (MIRAS) di Kota Jayapura, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peranan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) terhadap pengawasan pelaksanaan 
pengedaran Minuman Keras (MIRAS) di Kota Jayapura belum maksimal, 
hal ini di karenakan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
mengalami ketidak disiplinan waktu dalam melaksanakan pengawasan 
pelaksanaan pengedaran di Kota Jayapura 
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